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PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIATENTANG TATA CARA PENGGUNAAN SALDO ANGGARAN
LEBIH DALAM RANGKA STABILISASI PASAR SURAT BERHARGA NEGARA DOMESTIK

ABSTRAK : - Bahwa berdasarkan Undang-Undang mengenai APBN, Saldo Anggaran Lebih dapat digunakan untuk
stabilisasi pasar Surat Berharga Negara domestik yang ketentuannya diatur dengan Peraturan
Menteri Keuangan. Dalam rangka mengantisipasi terjadinya pembalikan (reversal) dana asing dari
pasar Surat Berharga Negara domestik secara signifikan yang membahayakan pembiayaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara dan stabilitas pasar keuangan domestik, perlu menetapkan
Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Penggunaan Saldo Anggaran Lebih Dalam Rangka
Stabilisasi Pasar Surat Berharga Negara Domestik.

Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU 24 Tahun 2002 (LN Tahun 2002 No. 110, TLN No. 4236), UU 17 Tahun 2003 (LN Tahun 2003 No.
47, TLN No. 4286), UU 1 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No. 5, TLN No. 4355), UU 19 Tahun 2008 (LN
Tahun 2008 No. 70, TLN No. 4852), UU 10 Tahun 2010 (LN Tahun 2010 No. 126, TLN No. 5167)
sebagaimana telah diubah dengan UU 11 Tahun 2011 (LN Tahun 2011 No. 81, TLN No. 5233),
Keppres 56/P Tahun 2010.

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Penggunaan SAL sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri ini untuk Pembelian SBN di Pasar
Sekunder dalam rangka stabilisasi pasar SBN domestik. Penggunaan SAL dilaksanakan dengan
ketentuan kondisi pasar SBN domestik ditetapkan dalam level krisis berdasarkan protokol
manajemen krisis pasar SBN oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Utang atas nama Menteri Keuangan
dan mendapat persetujuan dari Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat. Dalam rangka stabilisasi
pasar SBN domestik, Direktur Jenderal Pengelolaan Utang menyampaikan usulan penggunaan SAL
kepada Menteri Keuangan berdasarkan hasil koordinasi dengan wunit terkait, dengan
mempertimbangkan kondisi krisis diperkirakan akan berkelanjutan dan dana yang bersumber dari
DIPA untuk pembelian SBN diperkirakan tidak mencukupi kebutuhan stabilisasi pasar SBN domestik.
Berdasarkan persetujuan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat atas usulan penggunaan SAL,
Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang melaksanakan Pembelian SBN di Pasar Sekunder sesuai
prosedur dan ketentuan yang berlaku dan Direktorat Jenderal Perbendaharaan melakukan
pemindahbukuan dana SAL dari Rekening Kas Saldo Anggaran Lebih ke Rekening Kas Umum Negara.
Ketentuan mengenai teknis pelaksanaan Setelmen atas pembelian SBN di Pasar Sekunder mengikuti
ketentuan yang ditetapkan Bank Indonesia. Direktur Jenderal Pengelolaan Utang menyampaikan
laporan pelaksanaan penggunaan SAL untuk Pembelian SBN di Pasar Sekunder kepada Menteri
Keuangan sebagai bagian dari laporan hasil pembelian SBN dalam rangka stabilisasi pasar SBN.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini berlaku sepanjang pengaturan mengenai penggunaan SAL untuk stabilisasi
pasar SBN domestik masih diatur dalam APBN dan/atau APBN Perubahan.

- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 23 November 2011 dan diundangkan pada tanggal 23
November 2011.

- Lampiran :-.



